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PUTUSAN
Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Kag.

PN 153 o L PO P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani
kebun, tempat kediaman di Dusun | RT.01, Desa Babatan
Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani
kebun, tempat kediaman di Dusun IlI, Desa Babatan
Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.LLG,

tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 25 November 2003, di Desa Babatan Saudagar yang tercatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 361/46/XI1/2003, tertanggal 08
Desember 2003;
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2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan
Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon
dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Babatan Sudagar selama 1
tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Babatan Saudagar,
sampai dengan berpisah pada tanggal 5 Oktober 2021;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3
orang anak bernama: 1) ANAK yang berumur 16 Tahun, 2) ANAK yang
berumur 12 Tahun, 3) ANAK yang berumur 9 Tahun, sekarang anak
tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi sejak bulan
November 2006 mulai terjadi percekcokan dan perselisihan yang
disebabkan:

5.1 Termohon tidak terbuka kepada pemohon terkait hal apapun;
5.2 Termohon tidak taat kepada pemohon;

5.3 Termohon tidak perna lagi menghormati pemohon;

5.4 Termohon sering menjelek-jelekan pemohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri, pada waktu itu termohon
menuduh pemohon berselingkuh, akan tetapi hal ini tidak perna dilakukan
oleh pemohon sama sekali, sehingga hal ini membuat pemohon dan
termohon sering tidak akur dan sering kali bertengkar;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di
Desa Babatan Saudagar sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal
di rumah orang tuanya Desa Babatan Saudagar Hingga sekarang telah
berjalan selama 15 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang
Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami
isteri;
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8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah
mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak
berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan
Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan
terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada
Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk
menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan
Agama Kayuagung;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan
yang seadil-adilnya;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/46/XI11/2003, tanggal 08
Desember 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pemulutan, Kabupaten Ogan llir, telah bermeterai cukup dan telah di
cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun | RT.01, Desa Babatan
Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal dengan
Termohon;

- bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
perawan;

- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
di rumah milik sendiri;

- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah
dikaruniai 3 orang anak, semua anak sekarang ikut bersama
Termohon;
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- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 3 tahun, dan sejak
bulan November 2006 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran;

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan
Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon cemburu dengan
menuduh Pemohon selingkuh, Termohon tidak lagi menghormati
Pemohon dan sering menjelek-jelekan Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya, Termohon telah
pulang kerumah orangtuanya;

2. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di Dusun | RT.002, Desa Babatan Saudagar,
Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal
dengan Termohon;

- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
perawan;

- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
bersama di rumah milik sendiri;

- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah
dikaruniai anak 3 orang, sekarang dalam asuhan Termohon;

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon
bertengkar didalam rumahnya, namun penyebab pertengkaran saksi
tidak tahu;
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- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai
sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya;

- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya
rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan
cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai
bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh
hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149
ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan
nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah
Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan
karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana
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telah diuraikan dalam duduk perkara, akibatnya Pemohon dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya
dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan
sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon membenarkan
semua dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab
Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi:

d §2Y ol 949 wn o8 pualuadl Pl o S W s> o
Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak “

menghadap,maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi

;qugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian
Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon
dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus
dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2003, tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan llir, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan
dua orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai
dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar dan dilihat

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
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oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubung-
kan dengan alat bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 25 November 2003 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh
pada Pemohon, Termohon tidak terbuka kepada Pemohon terkait hal
apapun, Termohon tidak pernah lagi menghormati Pemohon dan Termohon
sering menjelek-jelekkan Pemohon;

3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
tanggal 05 Oktober 2021 sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya,
karena Termohon telah pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat
dalam

suatu perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai anak; ;

2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar sudah
pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah
berpisah rumah selama lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:
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1. Al-quran surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

oale o alll Hls GMialllgo e olg

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai,

;"maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:
o Loodl wd> (e p.").ﬁ.a awlaolls o

Artinya :“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat",

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah
sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 09
K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “Apabila Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan
Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup
alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan
kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon
dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian

Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara
Pemohon dan Termohon belum pernah ada perceraian berdasarkan

persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian
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pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak
ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis
hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, sehingga permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin
kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai
dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin  kepada Pemohon  (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan
Agama Kayuagung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 04 Rabi’ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami: Dra.
Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.l, dan M. Arqom
Pamulutan, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
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Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh Mastuti, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. Mashudi, S.H., M.H.I Dra. Ratnawati
Hakim Anggota,

M. Arqgom Pamulutan, S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.450.000,00
4. PNBP Relaas panggilan Rp. 20.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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